
 

 

 

  

BUPATI PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO 

NOMOR :     27     TAHUN 2020 

TENTANG 

HASIL PETA JABATAN, ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan 

daerah dengan pelayanan publik terpadu yang efektif, efisien, 

terbuka, transparan, akuntabilitas dan bersih, perlu didukung 

oleh sumberdaya manusia aparatur yang proposional dan 

produktif; 

  b. bahwa dalam penataan sumberdaya manusia yang mendukung 

penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintah Daerah, diperlukan 

informasi jabatan dan kebutuhan komposisi Pegawai pada 

Perangkat Daerah yang diperoleh dari Analisis dan Analisis             

Beban Kerja; 

  c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1)                

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan 

jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Analisis 

Jabatan dan Analisis Beban Kerja; 

  d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada  

huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Hasil Peta Jabatan, Analisis Jabatan dan 

Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Probolinggo. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965; 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;  

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur            

Sipil Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 

Tahun 2018; 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang 

Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara; 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang 

Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Instansi Pemerintah; 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6                

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah. 

 

MEMUTUSKAN  

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HASIL PETA JABATAN, 

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA                          

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO. 

 



3 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo. 

2. Bupati adalah Bupati Probolinggo. 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo. 

4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 

bekerja pada Instansi Pemerintah. 

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara 

tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan. 

6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat 

berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka 

melaksanakan tugas pemerintahan. 

7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat 

yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan 

pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di Instansi 

Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

8. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang 

mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan 

pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan                 

perundang-undangan. 

9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggungjawab, 

wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi. 

10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada Instansi 

Pemerintah.  

11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi 

berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan 

pembangunan.  

12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi 

berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian                      

dan keterampilan tertentu. 

13. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Pegawai ASN yang bertanggungjawab 

melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan 

pembangunan. 
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14. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan 

kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan 

kedisiplinan Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.  

15. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan pimpinan tinggi, 

jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang tergambar dalam struktur 

unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang                   

paling tinggi. 

16. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan 

penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan. 

17. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara 

sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektifitas dan 

efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja. 

 

BAB II  

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Maksud penyusunan peta jabatan, analisis jabatan dan analisis beban kerja             

di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah : 

a. menggambarkan struktur kewenangan tugas dan tanggung jawab jabatan 

serta persyaratan jabatan; 

b. memperoleh informasi jabatan secara tepat dan akurat; 

c. memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan 

tugas dan fungsi serta kebutuhan ASN dalam struktur organisasi. 

(2) Tujuan penyusunan peta jabatan, analisis jabatan dan analisis beban kerja                    

di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai dasar : 

a. kebutuhan dukungan sumberdaya manusia dengan kualifikasi yang tepat 

sesuai tugas dan fungsi serta mengetahui kondisi saat ini Pegawai (bezzeting) 

untuk selanjutnya merencanakan kebutuhan pegawai; 

b. pembinaan kepegawaian khususnya penataan PNS dan digunakan untuk 

kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, pengawasan serta 

akuntabilitas; 

c. penempatan Pegawai dalam jabatan yang diperlukan dalam pelaksanaan 

tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja. 
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BAB III 

PETA JABATAN, ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA 

Pasal 3 

Susunan Peta Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 4 

(1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, meliputi informasi jabatan : 

a. identitas jabatan; 

b. nama jabatan; 

c. kode jabatan; 

d. ikhtisar jabatan atau ringkasan tugas; 

e. kualifikasi jabatan; 

f. uraian tugas; 

g. hasil kerja; 

h. bahan kerja; 

i. perangkat kerja; 

j. tanggungjawab; 

k. wewenang; 

l. syarat jabatan; 

m. prestasi kerja; 

n. kelas jabatan. 

(2) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipergunakan untuk : 

a. perencanaan kebutuhan PNS dan PPPK; 

b. rekrutmen Calon PNS dan PPPK; 

c. penempatan PNS dan PPPK; 

d. pengendalian PNS dan PPPK; 

e. pemindahan dan pelatihan PNS dan PPPK; 

f. pengembangan PNS dan PPPK; 

g. kesejahteraan PNS dan PPPK. 

(3) Uraian mengenai Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan 

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan  

Bupati ini. 
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BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan             

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah                      

Kabupaten Probolinggo. 

 

Ditetapkan di                   Probolinggo 

Pada tanggal  20 April 2020 

BUPATI PROBOLINGGO 

TTD 

 

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE 

Diundangkan di         Probolinggo 

Pada tanggal 21 April 2020 

        SEKRETARIS DAERAH 

                       ttd 

     H. SOEPARWIYONO, SH, MH 

          Pembina Utama Madya 

     NIP. 19621225 198508 1 002 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 27 SERI G 

 

Salinan sesuai dengan aslinya : 

a.n. SEKRETARIS DAERAH 

Asisten Pemerintahan dan Kesra 

u.b. 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

 

H. SANTOSO, SH, MH 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19620802 198303 1 019 

 

 

 

 

 


